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Perubahan Indonesia

: Gedung Senatama Lantai 5 Jalan Kwitang Raya Nomor 8

Perubahan Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

Dengan ini memberi kuasa kepada

M. Mauiana Bungaran, SH
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Advokat dan Kantor Hukum Bungaran & Pariners yang berkedudukan di Gedung Arva Cikini
Blok 60 M, JL Cikini Raya Nomor 60 Jakaria Pusat yang bertindak baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri yang untuk selanjutnya disebut PEMOHON.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian 414 ayat (1) UU Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

1945.
Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut -
I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konsfitusi dalam memerksa nenmudiam Ungang-
Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam :

1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi :

" Mahkamail Konstiiusi berwenang mengadiii pada Gingkai periama dan ieraning
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Ilembaga negara yang
kewenangannya dibenkan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu™

2. Pasal 10 ayat (1) 2a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi :
¢ Mabkamah Konstitusi herwenang mengadilil nads fingkat nertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final wntuk a menguj wndang-undang ferhadap
Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahunm 1945;"

3. Pasal 18 UU Nomor 48 tzhun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan -

* Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradiian
tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. *

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman berbunyi :



“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadiii pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang tferhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Faundang-oidangan berbonyi -

“ Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi. *

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak
yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh
berlakunya undang-undang’. yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang
yang mempunyai kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat danm pnnsip Negara Kesatuan Negara Republik
indonesia yang diatur dalam undang-undang;

d lembaga negara.

Selaniutnya Penielasan Pasal 51 avat (1) UU MK menvatakan “Yang
dimaksud dengan “hak konsttusional” adalah hak-hak yang disivr dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahumn 1345.7;

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IIV2005 hingga saat
i, ielah menjadi pendinan Mabkamalr Konstius)  bahwa ontok dapat dikatakan
adakerugian hak dan/atau kewenangan konsiitusional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:

a. adanva hak dan/atau kewenangan konsfitusional pemohon vang
diberikan oleh UUD 1945;
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b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut. dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus
bersifat spesifik (khusus) dan akiual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubunigan Sebab-anibal (Causa vebanu) antaia Kerugian
dimaksud dengan beriakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
sebagaimana telah ditefapkan dalam Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum
Republik indonesia tanggal 17 Februari 2018.

Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai peseria Pemilu tahun 2019,
iNdka Secara i Jdelail FEMsIIoN anan mengikull renimnan unony di ga
tingkatan masing-masing fingkat pusat, tingkat Propinsi dan tingkat
Kabupaten/Kota.

Bahwa dengan mengikuti Pemilu di tiga tingkatan tersebut, Pemohon berhak pula
mendapatkan kursi di tiga tingkatan lembaga legislatif yaitu DPR RI, DPRD
Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jika perolehan suara Pemohon di masing-
masing dapil memenuhi persyaratan.

Bahwa pengaturan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum yang mengatur soal ambang batas pariemen berpotensi
merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan kursi di tingkatan DPR RI jika
peroiehan suara Pemohon di masing-masing dapil memenuhi persyaratan.
Dengan demikian Pemohon berpotensi mengalami kehilangan hak konstitusional
vaitu hak untuk mendapatkan pengakuan. iaminan perindungan hukum dan
kepastian hukum yang adil serta periakuan yang sama di hadapan hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945.

Bahwa kerugian Pemohon akibat berlakunya Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu Tahun
2017 elas bersifat potensial karena sangat mungkin teriadi Pemohon fidak
mendapatkan haknya mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum jika
ada perolehan suara Pemohon di Daerah Pemiihan tertentu yang memenuhi
syarat untuk mendapatkan kursi DPR RI tetapi perolehan suara Pemohon tingkat
DPR RI secara keseluruhan tidak memenuhi ambang batas parlemen

AT

Sebagamana diatur daiant Fasal 4 14 ayat (1) UU Nomor 7 Tahuny 2617 ersebut.
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Bahwa jika Pasal 414 UU Nomoi7 Tahun 2017 Sdak beslaku maka Pemohon
akan terhindar dari kerugian konstitusional .

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memiiiki legal standing uniuk
mengajukan gugatan ini.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Pasal 414 ayat
(1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

* Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang balas perolehan suara
paling sedikit 4 % (empat persen) dan jumlah suara sah secara nasional uniuk
diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR RI.”

Bahwa yang menjadi batu uj dalam penmohonan ini adziah Pasal 1 ayat (3), Pasal
22F ayat (2),dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbwryi -
* Negara indonesia adalah negara hukum’”

Bahwa secara sederhana ketentuan Pasal (1) ayat (3) dimaknai sebagai prinsip
bahwa segala hal dalam setiap aspek kekhidupan bemegara diatur dengan
merujuk kepada ketentuan hukum yang beriaku.

Bahwa prinsip utama negara hukum adalah keadilan, karena tujuan paling utams

Bahwa pengaturan kaidah hukum tentang tatanan manusia fidak hanya
berpedoman kepada aturan baku yamg dialur dalam keleniuan peraturan
perundang-undangan saje, melainkan juga berpedoman kepada segaia normma
dan nilai meral yang melekat kepada sefiap warga negara di dalam sebuah
negara.

Bahwa hukum dalam kcnteks negara Indonesia yang menganut sistem demckrasi
menjunjung nilai-nilai keadilan yang ada didalamnya yang secara prinsip
berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa sebagai hukum positif dalam suatu negara hukum, penegakan hukum
dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil, serta bijak
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sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan
dalam hukum itu sendiri.

Bahwa negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam
menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga
negaranya dengan peraturan-peraturan yang teratur dalam penegakannya,
sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan
keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seutuhnya sebagai pemegang
kekuasaan dan kedaulatan Negara.

Bahwa dalam pelaksanaannya, keadilan dideskripsikan sebagai pengakuan dan
periakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak merupakan
sebuah keharusan ketika kewajiban telah dilaksanakan.

Bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum Bidak mencerminkan keseimbangan periakuan antara hak dan kewajiban
karena meskipun partai politik telah memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan
kursi DPR RI di Daerah Pemilihan tertentu, tetapi berpeluang tidak mendapatkan
haknya yaitu kursi DPR RI jikalau perolehan suara partai tersebut secara nasional
tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.

Bahwa dengan demikian jelas jika ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan ketentuan Pasal 1
ayat (3) UUD 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 berbunyi

* Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilth anggofa Dewan Perwakilan
Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah "

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 22E avat (2) UUD 1945, maka seiiap pariai
politk peserta Pemilihan Umum 2019 termasuk Pemohon memiliki hak untuk
berkontestasi memperebutkan kursi DPR Rl Hak untuk berkontestasi itu akan
hilang jika perolehan suara Pemochon secara nasional tidak memenuhi ambang
batas perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kendati perolehan suara Pemohon di
Daerah Pemilihan tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi DPR R,
dimana Romhsi Ersebut didapaikan dengait susai payaiy, iial ersebut axan
menjadi sia-sia.
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Bahwa demikian telah nvata ternadi perbedaan periakuan antara kewaiiban vana
ielah disksanakan Pemohon di dapil terfentu wniuk memperoleh suara yang
cukup untuk mendapaikan kursi DPR Ri dengan pemenuhan hak Pemohon untuk
mendapatikan kursi DPR Rl tersebuit.

Bahwa argumentasi jika ketentuan Pasal 414 avat (2) UU Nomr 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum adalah instrument untuk menyederhanakan jumiah
partai politik di DPR tidaklah tepat.

Bahwa konsep penyederhanaan partai politk tidak dapat dilakukan dengan
membab bulad Melankan harus diaksanakan dalam Dingkar Keadian, arunya
jangan sampai konsep penyederhanaan pariai politk menimbulkan kondisi yang
tidak adil bagi siapapun juga. Jika diinginkan partai jumiah partai politik lebih
sederhana, maka seharusnya sejak awal syarat ikut sertanya partai politk dalam
Pemilihan Umum yang diperberat Jangan partai politk yang sudah susah payah
ikut Pemilu kemudian dipangkas dan diberangus haknya untuk mendapatkan kursi
DPR. Jadi tidak timbul kerugian bagi Partai Politik.

Bahwa adalah sangat wajar persyaratan partai politik untuk ikut Pemilu diperberat
namun ketika partai politk sudah ditetapkan untuk ikut Pemilu maka dia berhak

berkontestasi dalam setiap tingkatan legisiative.

Bahwa dapat disimpulkan jika ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum jelas bertentangan dengan Pasal 22E avat (2)
UUD 1545,

Bahwa Pasal 28D UUD 1945 berbunyi :

“Sefiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, periindungan, dan kepasfan
hukum yang adil serta periakuan yang sama dihadapan hukum”.

Bahwa dalam konteks kehidupan bemegara jaminan hukum yang adil dapat
diartikan harus adanya pemenuhan hak warga negara yang telah melaksanakan
kewaiibannva.

Bahwa Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu berhak atas jaminan secara
hukum untuk mendapatkan hak atas kursi DPR apabila perolehan suara Pemohon
telah memenuhi persyaratan untuk itu.
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Bahwa iaminan secara hukum tersebut meniadi hiang dan tidak dapat
dilaksanakan jika perolehan suara Pemohon secara nasional tidak memenuhi
ambang batas perolehan suara nasional sebesar 4 %.

Bahwa periakuan yang sama di hadapan hukum diartikan bahwa siapapun akan
dipenakuxan sama dengan standar hukuiny yang sama.

Bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum tersebut telah menabrak rambu-rambu persamaan di hadapan hukum
karena menimbulkan disparitas perlakuan bagi partai politk yang perolehan
suaranya di sebuah dapil cukup untuk memperoleh kursi DPR Rl namun suara
sah nasionalnya tidak mencapai 4 % dengan partai politik yang juga perolehan
suaranya di sebuah dapil cukup untuk memperoleh kursi DPR Rl namun suvara
sah nasionalnya mencapai 4 %.

Bahwa dengan demikian Pasal 414 avat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas. Pemohon meminta kepada Maielis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengupian Pasal
414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan amar putusan
permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai bernkut

1. Menernma dan mengabulkan seluruh permchonan penguiian undang-undang

yang diajukan oleh Pemohon;

. Menyatakan ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1, Pasa 22D ayat
{3y dair Fasal 20D ayat (1) UUD 1545 dan buoan mempunyal Kenualan Hukuin
mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republikindonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunvail pendapat lain atas perkara aquo
mohon agar diberikan putusan yang seadil-adiinya.

Atas perhatian dan pengabulan permohonan ini, diucapkan tenima kasih.



Jakarta. 1 Maret 2018

il

Galih Insan Jurito. S H.




